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NOMOR : 17 TAHUN 2007 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,
tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah

dapat menetapkan Retribusi Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Purwakarta Nomor 11 Tahun 1998
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
berdasarkan perkembangan kondisi sosial
ekonomi masyarakat serta tuntutan
peningkatan mutu pelayanan fasilitas parkir
kendaraan bermotor untuk umum sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf
a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964
tentang Dana Pertanggungan Waijib
Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 2720);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3480);



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4548) ;



10.

11.

12.
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14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah  Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Dinas Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Daerah;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

dan
BUPATI PURWAKARTA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Purwakarta.

Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang lingkup tugasnya
dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Parkir adalah menempatkan kendaraan pada suatu waktu dan
tempat tertentu yang dikhususkan untuk itu.
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9. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum
tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir
kendaraan bermotor.

10.Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.

11.Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Purwakarta.

12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

13.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

14.Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.

15.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau
tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila
berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau
data yang semula belum lengkap.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi,
jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar.

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya
terutang.



19. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan
besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang
selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama retribusi parkir ditepi jalan umum, dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2) Obyek retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan parkir di tepi jalan umum.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa
umum.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan
tempat parkir

BAB V
PRINSIF PENETAPAN DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsif penetapan dan sasaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan
penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan
aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Pasal 6

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir
di tepi jalan umum wajib membayar retribusi sebagai pembayaran
atas pemberian pelayanan parkir.

(2) Struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO JENIS KENDARAAN BESARNYA
TARIF
(Rp.)
1. | Kontainer
a. Ukuran sampai dengan 40 feet 7.000,00
b. Ukuran diatas 40 feet 5.000,00




2. | Truk dengan gandengan/Trailer 4.000,00
3. | Truk tanpa gandengan 3.000,00
4. | Bus dengan tempat duduk di atas 24 buah 2.500,00
5. | Bus dengan tempat duduk sampai dengan 24 2.000,00
buah
6. | Jeep, Sedan, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya 1.000,00
7. | Motor dan sejenisnya 500,00
BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan/karcis.

(3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

(4) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai
kegiatan pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di tempat pelayanan penyediaan parkir di
Kabupaten Purwakarta.
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BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1)

(2)

(1)

(2)
3)

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKT,
STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan
dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh waijib
retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa atau
dokumen lainnya yang sejenis.

Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-
lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh
Bupati.
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Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan
sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan
dari retribusi utang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada
wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka
waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5)
ditentukan oleh Bupati.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 12

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan
pembebasan retribusi.

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan
permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan
menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan
Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan
kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan
sebagai akibat kerusakan masal.

Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Bupati.
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BAB XII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 13

Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya retribusi kecuali apabila waijib retribusi melakukan

tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;

b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik
langsung mapun tidak langsung.

BAB XIII
TATACARA PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI

Pasal 14

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sudah dapat dihapus.
Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
keputusan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 15

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



13

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

3)

a.

Al

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

mneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang
Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;

menyuruh  berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di
Bidang Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum
yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XV
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi
Daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 17

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1),
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 11 Tahun 1998
tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan segala ketentuan
pelaksanaan vyang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

WAHYU SUBROTO,SH.MSi.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 17 SERI C
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PURWAKARTA,
ttd.

LILY HAMBALI HASAN
Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

WAHYU SUBROTO,SH.MS..

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 17 SERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOHAMAD RIFAI,SH.
NIP. 010 169 040



17



